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<b>ABSTRAK</b><br>

Perkawinan dalam |slam merupakan salah satu sunnah Rasul untuk memelihara manusia dari kesesatan,
serta untuk meneruskan keturunan. Tujuan perkawinan menurut |slam adal ah mewujudkan kehidupan rumah
tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal
dan bahagia bukanlah merupakan hal yang mudah sehingga sering kali terjadi perceraian, salah satu
penyebab adanya perceraian adalah salah satu pihak pindah agama, ke agama semula (murtad) atau
memasuki agama lain selain Islam. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak diatur mengenai
perkawinan yang salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad) akan tetapi menurut hukum Islam
perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan lagi dan harus diceraikan oleh lembaga yang
berwenang yang dalam hal ini adalah pengadilan. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dalam
menyel esaikan perkara perceraian bila salah satu pihak murtad menurut hukum Islam? Apakah akibat
hukumnya apabila salah satu pihak pindah agama (murtad) menurut hukum Islam? Metode penelitian ini
adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, jenis data dan sumber data yang di pergunakan adalah
studi kepustakaan (Library Research) dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Palembang
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yaitu kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
perceraian karena salah satu pihak pindah agama (murtad) adalah hukum yang berlaku pada waktu
pernikahan dilangsungkan. Apabila perkawinannya di lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang
berwenang adalah Pengadilan Agama tetapi apabila perkawinan di .lakukan di Kantor Catatan Sipil yang
berwenang adalah Pengadilan Negeri. Akibat hukum bila salah satu pihak pindah agama (murtad) menurut
hukum Islam adalah perkawinan tersebut adalah batal sehingga berakibat sebagal berikut yaitu bila

mel akukan hubungan biologis hukumnya adal ah berzinah/haram, suami isteri yang berbeda agama tidak
saling mewarisi, nasab (garis keturunan) tidak dapat di sandarkan kepada ayahnya, seseorang yang murtad
tidak mempunyai hak untuk menjadi wali dari anaknya.
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